BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konsekuensi yuridis bagi PTPN Il yang tidak melaksanakan putusan
pengadilan hubungan industriai Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mdn adalah
PTPN Il tidak melaksanakan dalam hal ini pihak perusahaan yang kalah dalam
perkara, maka ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan sita eksekusi
terhadap benda bergerak/tidak bergerak milik pihak yang kalah. Kemudian apabila
putusan tersebut mengenai pembayaran sejumlah uang, maka barang sita tersebut
dilelang kemudian uang hasil lelang tersebut diberikan kepada pihak yang menang
sesuai dengan jumlah uang yang tercantum di dalam putusan. Pada dasarnya tata
cara melakukan eksekusi di dalam hukum acara perdata diawali dengan pengajuan
permohonan oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan negeri setempat,
kemudian ketua pengadilan negeri berdasarkan permohonan tersebut memanggil
pihak yang dikalahkan untuk diperingatkan (aanmaning) untuk memenuhi putusan
dalam waktu 8 hari. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pihak yang kalah tidak
memenuhi panggilan dan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka
penetapan Ketua Pengadilan melakukan sita eksekusi.
B. Saran

Hendaknya Pengadilan apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum
tetap, dan perusahaan tidak menjalankan putusan tersebut, maka baiknya pihak

karyawan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Apabila pihak
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Pengadilan tetap meminta pekerja mencari aset-aset perusahaan untuk dieksekusi,
tentu pekerja akan mengalami kesulitan untuk mencarinya, karena pekerja tidak
memiliki akses masuk kedalam perusahaan dan juga tidak mengetahui aset tersebut
dimiliki oleh siapa. Sehingga disini penulis menyarankan agar pengadilan
melakukan penyitaan sendiri seperti menyita dalam perkara pidana, yang mudahnya
pengadilan melakukan sita terhadap aset-aset koorporasi. Perlawanan pihak ketiga
apalagi perlawanan pihak termohon eksekusi yang sengaja menunda eksekusi,

maka semestinya eksekusi tersebut tetap dilaksanakan.
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